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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Sekretariat Jenderal 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bersama 

ini penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Secara umum, implementasi penggunaan Sistem Informasi Kearsipan 

Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah 

cukup baik, namun terdapat beberapa pelaksanaan implementasi yang belum 

cukup optimal, yaitu sebagai berikut. 

a. Standar dan sasaran kebijakan sudah cukup baik dengan adanya Surat 

Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia dan SOP terkait penggunaan aplikasi 

SRIKANDI. 

b. Kinerja kebijakan dalam implementasi aplikasi SRIKANDI sudah baik, 

yang terbukti dengan kegiatan administrasi menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

c. Sumber daya dalam mengoperasikan SRIKANDI masih belum cukup 

memadai, dikarenakan belum seluruh pegawai mendapatkan bimbingan 

teknis dan transfer knowledge terkait cara menggunakan aplikasi 

SRIKANDI. 

d. Komunikasi antar badan pelaksana belum terlaksana dengan baik, hal ini 

dibuktikan dengan pengiriman naskah dinas melalui aplikasi SRIKANDI 

kementerian, dan selanjutnya di konfirmasi kembali kepada unit kerja 

yang dituju melalui whatsapp, dan sudah ada beberapa unit 
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kerja yang mengirimkan naskah dinas melalui aplikasi tersebut ke luar 

kementerian. 

e. Karakteristik Badan Pelaksana telah sesuai dengan nilai yang dimiliki 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

yaitu nilai APIK. 

f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah sangat baik, hal ini 

dibuktikan dengan dukungan oleh seluruh pimpinan di lingkup 

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi, dan adanya penyiapan anggaran terkait 

pengadaan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI. 

g. Sikap pelaksana dalam penerapan aplikasi SRIKANDI belum terlaksana 

dengan baik, karena belum semua unit kerja Eselon II di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan aplikasi SRIKANDI, dan 

belum optimalnya dikarenakan belum adanya aturan yang lebih 

signifikan terkait back up data pada aplikasi tersebut. 

 

2. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Sistem Informasi Kearsipan 

Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

diantaranya yaitu sulitnya merubah budaya kerja yang konvensional menjadi 

budaya kerja elektronik, sulitnya merubah mindset pegawai dalam 

menggunakan aplikasi SRIKANDI, belum semua unit kerja melaksanakan 

bimbingan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI kepada pegawai di 

masing-masing unit kerja, pengembangan aplikasi SRIKANDI yang belum 

optimal; dan, aplikasi SRIKANDI yang belum fleksibel digunakan, serta 

komitemen pimpinan yang belum sepenuhnya terhadap penerapan aplikasi 

SRIKANDI. 



96 
 

3. Faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi Sistem Informasi 

Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi diantaranya yaitu komitmen pimpinan dalam mendukung 

penggunaan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh, telah adanya Surat 

Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI, kondisi internet yang diharapkan 

selalu stabil, penggunaan aplikasi SRIKANDI yang menyeluruh oleh internal 

kementerian dan di luar kementerian melalui aplikasi SRIKANDI yang 

terintegrasi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis dalam rangka 

memberikan masukan terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia, maka penulis memberikan saran, yaitu: 

1. Pelaksanaan bimbingan teknis sebaiknya tidak hanya diberikan kepada 

Arsiparis dan pengelola kearsipan saja, tapi kepada seluruh pegawai sehingga 

memudahkan proses penggunaan aplikasi SRIKANDI menjadi lebih efektif 

dan efisien. 

2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi serta koordinasi menyeluruh atas 

penerapan atau implementasi aplikasi SRIKANDI secara berkala pada seluruh 

unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 

3. Perlunya pengembangan aplikasi SRIKANDI untuk mengakomodir naskah-

naskah dinas yang bersifat rahasia agar dapat diatur pegawai-pegawai  yang 

dapat mengakses naskah dinas rahasia tersebut dan dalam hal notifikasi status 

naskah dinas yang telah direvisi atau diverifikasi. 
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